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PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Jalan M.T.Haryono Perumahan Pemda Katim Blok A Nomor 1,
Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda,

OMBUDSM AN Kalimantan Timur 75127. Telepon (0641) 2086525
REPUBLIK INDONESIA surat elektronik: kaltim@ombidaman go i

Nomor  : B/021/PC.05-21\V11/2022 26 Juli 2022
Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) set

Hal : Undangan Workshop (Online/Zoom Meeting)

Pendampingan Penilaian Penyelenggaraan
Pelayanan Publik oleh Ombudsman Tahun 2022

Kepada Yth.
(Daftar Peserta Undangan Terlampir)

Berkenaan dengan surat Ombudsman Republik Indonesia Nomor
B/2328/PC.05/VII/ 2022 tanggal 13 Juli 2022 periha] Penilaian Penyelenggaraan
Pelayanan Publik terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik tahun 2022 (terlampir) yang menginformasikan
bahwa pada tahun 2022 Ombudsman Rl kembali melakukan penilaian
kepada penyelenggara pelayanan publik melalui produk layanan yang
diselenggarakan oleh 24 Kementerian, 15 Lembaga dan 548 Pemerintah
Daerah, yang mana tim penilai akan melakukan penilaian secara langsung
pada bulan Agustus s.d Oktober 20,_2)2.

Lokus penilaian di daerah, terdiri dari:

1. Kantor Pertanéhan tingkat Kabupaten/Kota;

2. Kepolisian Resor (Kota) — Satuan Intelkam, SATPAS SIM, dan Sentra
Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT);

3. Dinas Sosial tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten;

4. DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu)
tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten;
5. Dinas Kesehatan tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten,;



